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PENGANTAR REDAKSI 

 

Assalamu ‘alaikum wr. wb. 

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, kami 

mempersembahkan Edisi Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024 Jurnal Pembangunan Kota 

Tangerang ini merupakan salah satu sumbangsih pemikiran, sarana tukar informasi, 

sumber wacana akademik, dan ajang untuk desiminasi gagasan, ide, dan hasil penelitian 

dalam bidang Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik. 

Dalam era digital yang terus berkembang, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) 

telah menjadi salah satu inovasi teknologi yang paling berdampak pada berbagai aspek 

kehidupan, termasuk dalam pembangunan daerah. Penerapan AI dalam pembangunan 

daerah menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas 

berbagai program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan 

evaluasi. 

Jurnal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana AI dapat dimanfaatkan 

dalam konteks pembangunan daerah. Artikel-artikel yang disajikan dalam edisi ini 

menyoroti berbagai aplikasi AI, mulai dari analisis data untuk pengambilan keputusan 

yang lebih baik, optimalisasi sumber daya, hingga peningkatan layanan publik. Dengan 

menyatukan berbagai perspektif dari akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan, kami 

berharap jurnal ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi para pemangku kepentingan 

dalam memanfaatkan teknologi AI untuk mendorong pembangunan yang lebih 

berkelanjutan dan inklusif. 

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada para penulis yang 

telah berkontribusi dalam menyumbangkan pemikirannya yang diwujudkan dalam karya 

ilmiah, sehingga dapat memperkaya wacana serta isi dari Jurnal Pembangunan Kota 

Tangerang. Informasi yang disampaikan melalui Jurnal Pembangunan Kota Tangerang ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga dapat memberikan 

masukan dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Tangerang. 

Meskipun cara penyajian dari tulisan tersebut masih belum begitu sempurna, namun kami 

selalu berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi sehinga Jurnal Pembangunan 

Kota Tangerang ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang terkait dengan pemerhati 

bidang penelitian dan pembangunan di Kota Tangerang. 

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya dan 

lingkungan secara umum. Terima kasih. 

Wassalamu ‘alaikum wr. wb. 

KEPALA BAPPEDA KOTA TANGERANG 
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ABSTRAK 
Tata kelola yang baik mendukung terciptanya lingkungan yang transparan, 
akuntabel, efektif dan bertanggung jawab. SP4N-LAPOR merupakan salah satu 

bentuk e-service berupa pengaduan online yang juga memiliki nilai 
akuntabilitas dan transparansi yang serupa. Ada hubungan tidak langsung 
antara konsep tata kelola yang baik dan penciptaan SP4N- LAPOR! Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SP4N-LAPOR! dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Tangerang. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi 
dan wawancara dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian ini 
menemukan bahwa akuntabilitas tidak dirasakan oleh masyarakat akibat proses 
yang tidak jelas setelah melakukan pengaduan. Transparansi juga kurang 
dirasakan oleh masyarakat karena asumsi transparansi mengarah pada asumsi 
ekonomi dan alur pengolahan laporan. Sementara itu, aspek partisipasi 
memiliki nilai lebih atau lebih dirasakan oleh masyarakat dan didasarkan pada 

banyaknya pengaduan yang masuk. Aspek Rule of Law juga memiliki nilai positif 
karena memiliki kejelasan hukum dalam pembuatan dan implementasi SP4N-
LAPOR itu sendiri. 
 

Kata Kunci : Pengaduan Masyarakat, Good Governance, SP4N-LAPOR   
 

ABSTRACT 
Good Governance supports the creation of a transparent, accountable, 

effective and responsible environment. SP4N-LAPOR is one form of e-service in 
the form of online complaints which also has similar values of accountability 
and transparency. There is an indirect relationship between the concept of Good 
Governance and the creation of SP4N- LAPOR! This study aims to determine the 
implementation of SP4N-LAPOR! in realizing Good Governance in Tangerang 
Regency. This study uses a qualitative approach by using observation and 
interview techniques in collecting research data. This study found that 
accountability is not felt by the community due to the unclear process after making 

a complaint. Transparency is also less perceived by the community because the 
assumption of transparency leads to economic assumptions and the flow of report 
processing. Meanwhile, the participation aspect has more value or is more 
perceived by the community and is based on the number of incoming complaints. 

The Rule of Law aspect also has a positive value because it has legal clarity in 
the creation and implementation of SP4N-LAPOR itself. 
 
Keywords : Public Complaints, Good Governance, SP4N-LAPOR
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A. PENDAHULUAN 
 

Good Governance (Tata Kelola yang Baik) telah menjadi topik yang semakin penting 

dan mendapat perhatian di berbagai sektor, termasuk dalam konteks pemerintahan. Poin 

krusial dari adanya Good Governance terletak pada kemampuannya untuk menciptakan 

lingkungan yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab dalam pengambilan 

keputusan dan pengelolaan sumber daya. Good Governance juga menciptakan transparansi 

yang diperlukan untuk memastikan akses terbuka terhadap informasi dan keputusan yang 

relevan bagi semua pemangku kepentingan. Transparansi membantu menghindari praktik 

yang tidak adil atau korupsi, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan 

masyarakat. Dalam lingkungan yang transparan, pemerintah bertanggung jawab untuk 

memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terkini kepada masyarakat. 

Menurut Situmorang et al (2020) Good Governance memberikan landasan untuk 

akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan sumber daya dan implementasi kebijakan. 

Akuntabilitas mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan 

mereka, serta memungkinkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. 

Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, masyarakat dapat memastikan bahwa pemerintah 

menjalankan tugasnya secara efisien, adil, dan sesuai dengan kepentingan publik. Good 

Governance juga berperan penting dalam menciptakan efektivitas dalam pengambilan 

keputusan dan pengelolaan sumber daya. Prinsip-prinsip Good Governance memastikan 

bahwa keputusan diambil berdasarkan proses yang terstruktur dan melibatkan partisipasi 

pemangku kepentingan yang relevan. Keputusan yang efektif mempertimbangkan berbagai 

sudut pandang dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Aduan masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan Good 

Governance karena melalui aduan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan 

kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta mengambil tindakan perbaikan 

yang diperlukan. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N 

LAPOR!) adalah sebuah platform yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk 

mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. Dengan adanya SP4N LAPOR!, 

masyarakat dapat melaporkan berbagai masalah yang terjadi dalam pelayanan publik, 

termasuk keluhan terkait birokrasi, korupsi, lambatnya proses pelayanan, atau tindakan 

tidak sesuai dengan aturan. 

Penerapan SP4N-LAPOR! di Kota Tangerang merupakan contoh konkret dari 

hubungan antara Good Governance, aplikasi pengaduan masyarakat, dan penerapan 

teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan. SP4N-LAPOR! adalah sistem 

pengaduan dan pelayanan publik berbasis online yang memungkinkan masyarakat untuk 

melaporkan keluhan, memberikan saran, atau mengajukan pertanyaan terkait pelayanan 

publik di Kota Tangerang. Dalam konteks Good Governance, Pemerintah Kota Tangerang 

melalui penerapan SP4N-LAPOR! berupaya menciptakan transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, dan responsivitas dalam pengelolaan pemerintahan. Melalui aplikasi ini, 

masyarakat dapat secara langsung melaporkan masalah atau memberikan umpan balik 

terkait pelayanan publik, memungkinkan terjadinya transparansi dalam melihat dan 

memahami keluhan yang diungkapkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang dapat 

menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan efektif, sehingga 

meningkatkan akuntabilitas mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat. 
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Gambar 1. Laporan SP4N-LAPOR! di Kota Tangerang tahun 2018-2022  

 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat peningkatan aduan yang cukup signifikan dari 

tahun 2018 hingga 2022. Di mana puncak laporan tertinggi berada pada tahun 2020 

sebanyak 1342 laporan yang masuk dari Kota Tangerang yang mana hal tersebut juga 

selaras dengan masuknya Pandemi Covid-19 dan laporan yang masuk pada tahun 2020 juga 

mengarah pada layanan kesehatan atau kendala lain yang berhubungan dengan kesehatan. 

Penerapan SP4N-LAPOR! juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan 

keputusan publik. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat Kota Tangerang dapat 

memberikan masukan, saran, atau kritik terhadap kebijakan dan layanan publik yang 

diterapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat memanfaatkan masukan yang 

diberikan oleh masyarakat untuk memperbaiki kebijakan yang tidak efektif atau kurang 

memenuhi kebutuhan mereka. Partisipasi masyarakat melalui SP4N-LAPOR! juga 

memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan hubungan yang lebih 

erat dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penerapan SP4N-LAPOR! 

di Kota Tangerang juga mendorong responsivitas pemerintah terhadap masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat. Dengan adanya aplikasi ini, pemerintah dapat dengan cepat 

merespons dan menangani pengaduan yang masuk, meningkatkan kecepatan dan efisiensi 

dalam menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh masyarakat. Respons yang tepat waktu 

dan efektif melalui SP4N-LAPOR! membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dan memberikan jaminan bahwa keluhan dan masalah mereka diperhatikan dan 

ditindaklanjuti dengan serius. 

Salah satu potensi permasalahan yang dapat timbul adalah terkait dengan 

responsivitas pemerintah terhadap pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR!. 

Walaupun aplikasi ini dirancang untuk memberikan tindakan yang cepat dan tepat terhadap 

pengaduan, masih mungkin terjadi keterlambatan atau ketidaktepatan dalam respons dari 

pihak pemerintah. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

dan mengurangi efektivitas aplikasi dalam memperbaiki pelayanan publik. 

Dalam penelitian terdahulu dengan tema yang sama juga mengungkapkan tiga aspek 

utama yang kerap menjadi kendala. Haspo dan Frinaldi (2020) menunjukan bahwa dalam 

penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR! di Kota Solok sangat terkendala dalam teknologi seperti 

perangkat keras komputer, jaringan internet dan SDM yang kurang memadai dan mengarah 

pada kurang maksimalnya pengaduan yang masuk serta pemerataan pengaduan pada 

Grafik Aduan Masuk SP4N-LAPOR! Pemerintah 
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tingkat wilayah. Triyanto et al (2020) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa 

penerapan E-Lapor kerap terkendala pada SOP atau prosedur tertentu yang menyulitkan 

masyarakat untuk memahaminya, di sisi lain masyarakat yang kurang melek akan teknologi 

serta inovasi teknologi dalam pemerintahan membuat penerapan pengaduan online tersebut 

kurang maksimal. Prasetya (2013) menjelaskan permasalahan dalam layanan online 

maupun offline terletak pada sarana dan pra-sarana yang kurang memadai. 

Kota Tangerang yang tidak termasuk dalam Kota atau koita tertinggal atau bahkan 

terhitung maju dan juga dari data sebelumnya telah menunjukkan tingginya partisipasi dari 

masyarakat Tangerang pada aplikasi SP4N-LAPOR! tentunya akan memiliki perbedaan 

penerapan pada daerah yang cenderung tertinggal. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui implementasi SP4N-LAPOR! dalam mewujudkan Good Governance di 

Kota Tangerang. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus untuk memahami pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! dan 

peranannya dalam mewujudkan Good Governance di Kota Tangerang. Data diperoleh 

melalui wawancara dan observasi pada masyarakat dan pihak Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang, serta analisis dokumen kebijakan. Data 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data skeunder yang diperoleh melalui hasil 

wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data 

dalam penelitian ini dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan disajikan dengan teknik 

analisis deskriptif. 

 

C. KERANGKA TEORI 

Good Governance 

 

Sejak akhir tahun 1980-an, isu Good Governance mendominasi diskusi internasional 

mengenai pembangunan dan bantuan internasional kepada negara- negara berkembang 

(Doornbos, 2019). Good Governance merupakan pemerintahan yang baik dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan asas akuntabel terhadap publik secara profesional, 

transparan, bertanggung jawab dan adil. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu 

sistem pemerintahan yang mampu mengidentifikasi dengan jelas nilai-nilai dasar 

masyarakat, dimana nilai-nilai tersebut adalah ekonomi, politik dan sosial-budaya termasuk 

hak asasi manusia (Kjaer, 2023). UNDP mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai 

pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan suatu negara 

yang merupakan mekanisme, proses, hubungan, dan kelompok-kelompok yang kompleks 

untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, menjalankan hak dan kewajiban mereka dan 

menengahi perbedaan mereka (Keping, 2018). Keping (2018) berpendapat bahwa ini adalah 

jenis pemerintahan yang terkait dengan nilai-nilai politik dan menyiratkan pemerintahan 

dalam budaya politik yang demokratis dan dengan administrasi yang efisien serta kebijakan 

yang tepat, terutama di bidang ekonomi. 

Doornbos (2019) mengidentifikasi lima prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang 

baik yaitu legitimasi dan suara, arah, kinerja, akuntabilitas dan keadilan, sementara Pietersz 

(2018) berfokus pada akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, daya tanggap, visi 

ke depan, dan supremasi hukum. Moento et al (2019) mengidentifikasi delapan fitur seperti 

partisipasi, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan inklusivitas, daya 
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tanggap, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada konsensus. Konsep mengenai Good 

Governance dapat ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan Pasal 2 

(d) mengartikan kepemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan 

dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparasi, eplayanan 

prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh 

masyarakat. 

 

Prinsip-prinsip Good Governance 

 

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan maka diperlukan prinsip-prinsip dalam 

Good Governane karena langsung diterapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan prinsip-

prinsip yang akan di dapatkan sebagai perbandingan kinerja suatu pemerintahan. Baik 

buruknya pemerintahan dapat menjadi dari prinsip-prinsip Good Governance tersebut. 

Maka dari itu menurut Moento et al (2019) prinsip-prinsip Good Governance, meliputi 

Accountability (Akuntabilitas), Transparancy (Transparansi), Participation (Partisipasi), 

dan Rule Of Law (Aturan Hukum). 

Accountability (Akuntabilitas) merupakan pertanggung jawaban kepada pelayanan 

publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga 

Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. 

Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta 

menghindarkan penyalahgunaan wewenang. Transparancy (Transparansi) dibangun atas 

dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan 

publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang  membutuhkan.  Participation  

(Partisipasi)  Keterlibatan  masyarakat  dalam pembuatan keputusan baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 

Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta 

berpartisipasi secara konstruktif. Rule Of Law (Aturan hukum) Kerangka hukum yang adil 

dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara 

dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada 

keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dengan demikian penyelenggaraan prinsip Good Governance di Indonesia 

merupakan alat pelaporan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik terdapat 

beberapa prinsip-prinsip (Good Governance). Maka setiap daerah terutama daerah yang 

memiliki potensi untuk berkembang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tersebut. 
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D. HASIL PENELITIAN 

Tabel 1.  

Analisis SWOT SP4N-LAPOR! 

Stengths Weakness 

- Peningkatan Transparansi 

Pelayanan Publik 

- Meningkatkan 

Responsivitas Pemerintah 

- Partisipasi Aktif 

Masyarakat 

- Tingkat Pengaduan yang 

Tinggi 

- Kurangnya Kesadaran 

Masyarakat 

Opportunities Threats 

- Data dan Informasi 

Terkumpul Secara Real- 

Time 

- Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

- Potensi Penyalahgunaan 

Pengaduan 

- 

 

Berdasarkan tabel 1, di atas dapat dilihat bahwa layanan pengaduan masyarakat 

SP4N-LAPOR! memiliki kelebihan, kelemahan, peluang serta ancaman yang berpotensi 

dihasilkan oleh aplikasi berbasis WEB tersebut. Di mana peluang yang ada adalah dapat 

meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Aduan masyarakat terbuka untuk 

diakses, sehingga informasi mengenai masalah dan keluhan masyarakat menjadi lebih 

terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, hal itu juga dapat meningkatkan 

Responsivitas Pemerintah, di mana SP4N-LAPOR! memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk melaporkan masalah pelayanan publik dengan cepat. Hal ini 

memungkinkan pemerintah merespons aduan dengan lebih cepat dan mengambil tindakan 

yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Secara tidak langsung, platform 

ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Dengan SP4N-LAPOR!, masyarakat memiliki peran lebih aktif dalam memantau pelayanan 

publik dan memberikan masukan untuk perbaikan. 

Kelemahan yang ada dalam aplikasi SP4N-LAPOR adalah Jumlah pengaduan yang 

tinggi melalui SP4N-LAPOR! bisa membebani pemerintah dalam menangani dan 

menindaklanjuti setiap aduan dengan cepat dan efektif. Keterbatasan sumber daya dan tenaga 

kerja mungkin menjadi tantangan. Di sisi lain, masih ada sebagian masyarakat yang belum 

menyadari atau memahami manfaat SP4N-LAPOR!. Pemerintah perlu  meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan pengaduan untuk meningkatkan 

pelayanan publik. 

Peluang yang bisa ditimbulkan pada aplikasi SP4N-LAPOR! adalah pemerintah 

memiliki akses ke data dan informasi pengaduan secara real-time. Hal ini dapat membantu 

pemerintah untuk mengidentifikasi masalah secara cepat dan meresponsnya dengan tepat. 

Dengan aduan dari SP4N-LAPOR!, pemerintah juga dapat mengidentifikasi kelemahan dan 

kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, langkah-langkah 

perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. 

Dalam sisi ancaman yang dapat ditimbulkan adalah adanya potensi penyalahgunaan 

SP4N-LAPOR! untuk menyebarkan informasi palsu atau melaporkan aduan palsu. 

Pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme verifikasi dan keamanan yang kuat 

diterapkan untuk mencegah hal tersebut. Jika pemerintah tidak merespons pengaduan 
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dengan cepat atau tidak ada tindakan konkret yang diambil setelah pengaduan dilaporkan, 

masyarakat mungkin akan kecewa dan kehilangan kepercayaan pada platform ini. 

 

Akuntabilitas pada SP4N-LAPOR! 

 

Implementasi akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam SP4N-LAPOR! agar 

sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. 

Menurut Garung dan Ga (2020) mengenai panduan E-Service seperti SP4N- LAPOR!, maka 

dalam sistem harus memberikan mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh 

masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui website, aplikasi mobile, atau saluran 

komunikasi lainnya. Masyarakat harus tahu bagaimana cara melaporkan masalah mereka 

dan mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Kemudian, pemerintah juga harus memiliki 

sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa pengaduan yang 

masuk melalui SP4N-LAPOR! ditindaklanjuti dengan baik. Data pengaduan harus dicatat 

secara rinci, termasuk waktu respons, waktu penyelesaian, dan tindakan yang diambil. 

Pemantauan ini penting agar kinerja pemerintah dapat dievaluasi dan perbaikan dapat 

dilakukan jika diperlukan. 

Fakta di lapangan mengatakan hal yang sebaliknya, berdasarkan hasil wawancara 

pada masyarakat di Kota Tangerang, SP4N-LAPOR! hanya menjadi aplikasi atau website 

pengaduan semata dan tidak merepresentasikan akuntabilitas. Hal tersebut juga didasarkan 

pada hasil wawancara, bahwa tidak semua laporan mendapatkan respons atau tindakan dari 

pemerintah, terutama di Kota Tangerang. Meskipun ada beberapa kasus di mana respons dari 

pemerintah cukup cepat, sebagian responden menyatakan bahwa ada beberapa kasus 

pengaduan yang mengalami keterlambatan dalam tindakan tanggapannya. Beberapa aduan 

tampaknya tidak mendapatkan tindakan yang memuaskan atau solusi yang konkret. 

Wawancara dengan pihak Disdukcapil juga mengungkapkan bahwa terdapat 

keterbatasan sumber daya yagng mengarah pada personel dan anggaran, di mana hal tersebut 

menjadi hambatan dalam merespons dan menangani semua aduan dengan cepat dan efektif. 

Jumlah pengaduan yang tinggi dapat menyebabkan terlambatnya penanganan aduan. 

Kompleksitas birokrasi dalam penanganan pengaduan juga menjadi kendala akuntabilits 

yang kurang dari pemerintah. Proses yang rumit dan perlu melibatkan beberapa pihak 

seringkali menyulitkan respons cepat dan tepat terhadap aduan. 

 

Transparansi pada SP4N-LAPOR! 

 

Transparansi memiliki peran penting dalam implementasi SP4N-LAPOR! untuk 

memastikan bahwa informasi yang relevan dan diperlukan tersedia secara terbuka kepada 

masyarakat. Aplikasi atau website seperti SP4N-LAPOR! harus menyediakan informasi 

yang jelas, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat (Abdurahman & Prasetyo, 2018). 

Hal ini dapat dilakukan melalui situs web resmi, aplikasi mobile, atau saluran komunikasi 

lainnya. Informasi yang harus disediakan mencakup prosedur pengaduan, kebijakan 

penanganan pengaduan, waktu respons yang diharapkan, dan langkah-langkah yang akan 

diambil dalam menyelesaikan pengaduan. SP4N-LAPOR! seharusnya menyediakan 

informasi yang jelas, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan 

melalui situs web resmi, aplikasi mobile, atau saluran komunikasi lainnya. Informasi yang 

harus disediakan mencakup prosedur pengaduan, kebijakan penanganan pengaduan, waktu 

respons yang diharapkan, dan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan 

pengaduan. 
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Pemerintah melalui SP4N-LAPOR! telah secara rutin menerbitkan laporan dan 

analisis tentang pengaduan yang masuk dan penanganannya. Laporan tersebut 

mencakup data statistik, tren, dan ringkasan tindakan yang diambil 

untuk menyelesaikan pengaduan. Publikasi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat 

untuk memahami performa pemerintah dalam menangani pengaduan pelayanan publik, serta 

memberikan umpan balik dan saran untuk perbaikan sistem. Di sisi lain, pihak Disdukcapil 

Kota Tangerang menyatakan bahwa penting untuk memastikan transparansi dalam 

pengelolaan anggaran yang terkait dengan SP4N-LAPOR!. Informasi tentang sumber daya 

yang dialokasikan, anggaran yang digunakan, dan pengeluaran yang terkait dalam waktu 

dekat akan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal tersebut ditujukan untuk 

membantu membangun kepercayaan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan 

dengan tepat dan efisien untuk penanganan pengaduan. Hasil wawancara dengan beberapa 

masyarakat Tangerang menyatakan bahwa transparansi  dalam SP4N-LAPOR! 

 cenderung diragukan.   

Banyak pernyataan masyarakat yang sinis terhadap transparansi pemerintah 

melalui SP4N-LAPOR!. Di sisi lain, masyarakat juga mengungkapkan bahwa transparansi 

yang ada pada website (terutama perihal keuangan dan aliran dana) sangat kurang. Beberapa 

hasil wawancara juga menyatakan bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang 

jelas tentang status pengaduan atau tindak lanjut yang diambil oleh pemerintah terhadap 

status pengajuan tersebut. Tidak ada pembaruan yang diberikan kepada masyarakat, dan 

masyarakat tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan pengaduan mereka. 

Beberapa masyarakat menyatakan bahwa mereka berinisiatif mencoba mencari 

informasi lebih lanjut tentang pengaduannya. Masyarakat juga mencoba menghubungi pihak 

yang berwenang melalui telepon dan mengirim email, tetapi jarang mendapatkan tanggapan 

yang memadai. Masyarakat juga merasa sulit untuk mengetahui kemajuan pengaduan atau 

jika ada tindak lanjut yang diambil oleh pemerintah terkait pengaduan tersebut. Hal ini 

demikian membuat masyarakat meragukan transparansi dan efektivitas SP4N-LAPOR!. 

 

Partisipasi pada SP4N-LAPOR! 

 

Partisipasi dalam SP4N-LAPOR! melibatkan masyarakat secara aktif dalam 

mengawasi dan memberikan masukan terkait pelayanan publik. Masyarakat diberikan akses 

untuk melaporkan masalah, menyampaikan keluhan, memberikan saran, atau memberikan 

umpan balik terkait pelayanan yang mereka terima (Samad et al., 2019). Dengan demikian, 

partisipasi dalam SP4N-LAPOR! memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta 

dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik. 

Melalui partisipasi dalam SP4N-LAPOR!, masyarakat dapat memainkan peran sebagai agen 

perubahan. Mereka memiliki kesempatan untuk memberikan informasi tentang 

ketidaksesuaian atau masalah dalam pelayanan publik yang mereka alami, yang dapat 

membantu pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. 

Partisipasi masyarakat juga memberikan tekanan kepada penyelenggara pelayanan publik 

untuk menjadi lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

(Sulaeman et al., 2019). 

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa masyarakat merasa sangat partisipatif 

dengan adanya SP4N-LAPOR! Hal tersebut dibuktikan dengan antusias masyarakat pada 

jumlah laporan yang masuk pada SP4N-LAPOR! Banyaknya pengaduan serta hasil tindak 

lanjut dari beberapa kasus yang membuat masyarakat merasa berpartisipasi. Di sisi lain, 

masyarakat juga mengatakan bahwa kemudahan pengaduan pada SP4N- LAPOR! membuat 
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masyarakat merasa lebih antusias. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala 

Disdukcapil, menyatakan bahwa terlepas dari kualitas laporan yang masuk, banyak 

masyarakat yang memberi pengaduan yang krusial terutama dalam kendala administrasi di 

beberapa daerah. Di sisi lain, juga terdapat banyak masyarakat yang melakukan pengaduan 

memgenai permasalahan pribadi, hal itu secara langsung mencerminkan keterlibatan 

masyarakat dalam Good Governance di SP4N-LAPOR! 

Sisi positif dari partisipasi masyarakat bisa lebih ditingkatkan dengan menambah 

kategori laporan yang lebih sepesifik. Hal ini juga memiliki dampak positif terhadap 

efisiensi SP4N-LAPOR!, di mana hal tersebut mengarah pada integrasi aduan yang masuk, 

sehingga bisa diteruskan pada pihak terkait. 

 

Rule of Law pada SP4N-LAPOR! 

 

Prinsip Rule Of Law menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil, transparan, 

dan konsisten dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik (Suzor, 2018). Dalam 

SP4N-LAPOR!, aspek rule of law tercermin dalam beberapa hal. Pertama, sistem ini 

menyediakan kerangka kerja yang berlandaskan pada hukum. Pelaporan dan penanganan 

pengaduan pelayanan publik dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan secara hukum. Hal ini menjamin bahwa setiap tindakan atau keputusan yang 

diambil terkait pengaduan pelayanan publik berada dalam batasan hukum yang berlaku 

(Afolabi et al., 2018). 

Dalam SP4N-LAPOR! terdapat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk 

memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan aturan hukum. Terdapat 

proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, termasuk penanganan 

pengaduan, untuk memastikan bahwa pihak penyelenggara pelayanan mematuhi peraturan 

yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan, mekanisme sanksi 

atau penegakan hukum dapat diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menyatakan kesetaraan dalam pengaduan 

di SP4N-LAPOR! lebih terasa daripada melakukan pengaduan secara langsung pada 

beberapa lembaga hukum tertentu. Masyarakat juga mengungkapkan bahwa hal tersebut 

didasarkan pada kemudahan akses dan penanganan dalam pengaduan secara online. Di sisi 

lain, masyarakat merasakan transparansi pada SP4N- LAPOR! cenderung lebih tinggi 

karena adanya historis laporan dari masyarakat yang masuk, sehingga laporan serta urgensi 

lebih mudah dikenali dalam berdasarkan kuantitas laporan yang sama. Wawancara oleh 

(Bapak Suryadi), yang menjabat sebagai (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

Kota Tangerang) mengungkapkan bahwa dari segi Rule Of Law, SP4N-LAPOR! 

mengedepankan konsistensi serta keadilan yang dilandaskan pada hukum atau peraturan 

perundang- undangan. 

Menurut pihak Disdukcapil Kota Tangerang, Dasar hukum SP4N-LAPOR! sendiri 

didasarakan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang 

lebih berorientasi pada pelayanan dan ditingkatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 76 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, sehingga diperoleh 

pengelolaan pelayanan publik yang baik. Di sisi lain, mekanisme SP4N-LAPOR! disesuaikan 

dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan (PERPRES Nomor 76/2013 dan 

Permenpan Nomor 24/2014). 
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E. PEMBAHASAN 

 

Menurut Hartanto et al (2021) dalam tema yang sama, maka SP4N-LAPOR! harus 

memberikan informasi yang transparan mengenai proses penanganan pengaduan. 

Masyarakat harus dapat melihat bagaimana pengaduan mereka diterima, ditindaklanjuti, dan 

diselesaikan. Informasi tersebut dapat diakses melalui status pengaduan online atau melalui 

laporan periodik yang diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus bertanggung 

jawab terhadap penanganan pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR!. Mereka harus 

menunjukkan tindakan konkret yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang 

dilaporkan. Jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan publik, 

pemerintah harus mengambil tindakan yang sesuai terhadap pihak yang bertanggung jawab. 

Menurut Osman et al (2019), menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengaduan online 

seperi SP4N-LAPOR! memiliki satu faktor kunci dalam membangun akuntabilitas, yakni 

memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap pengaduan yang diajukan. Namun, jika 

masyarakat di Kota Tangerang tidak melihat adanya tindak lanjut yang efektif dari 

pemerintah terhadap pengaduan mereka, mereka mungkin merasa bahwa SP4N- LAPOR! 

tidak memberikan hasil yang nyata. Tindak lanjut yang lambat atau tidak memadai dapat 

mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini, dan menyebabkan persepsi bahwa 

akuntabilitas tidak dijunjung tinggi. 

Umaira dan Adnan (2019) mengungkapkan bahwa kurangnya sumber daya dan 

kapasitas yang cukup untuk menangani pengaduan secara efektif juga dapat berkontribusi 

pada kurangnya persepsi akuntabilitas SP4N-LAPOR!. Jika pemerintah daerah tidak 

memiliki tenaga kerja yang cukup, pelatihan yang memadai, atau sistem pengelolaan yang 

efisien, maka penanganan pengaduan mungkin menjadi lambat dan tidak memuaskan. Hal 

ini dapat menciptakan persepsi bahwa akuntabilitas tidak diutamakan dalam SP4N-

LAPOR!. 

Di sisi lain, kurangnya transparansi masyarakat pada SP4N-LAPOR! sendiri bisa 

disebabkan oleh respons pemerintah terhadap pengaduan yang ada. Di sisi lain, tidak sedikit 

masyarakat yang menganggap bahwa pengaduan semacam itu akan mengarah pada tindak 

lanjut yang instan atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Dalam hal ini pemerintah 

perlu meningkatkan responsivitas terhadap pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR!. 

Setiap aduan harus ditanggapi secara serius dan segera, dengan memberikan pemberitahuan 

kepada pelapor mengenai status pengaduan dan tindakan yang akan diambil. Pemerintah 

juga harus memastikan bahwa tindakan yang diambil setelah aduan dilaporkan terbuka dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam transparansi, pemerintah juga perlu mengedukasi kepada masyarakat 

mengenai pentingnya pelaporan pengaduan dan peran mereka dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik sangat penting. Pemerintah harus menyampaikan informasi mengenai 

manfaat pelaporan, pentingnya partisipasi aktif, dan bahwa tindakan perbaikan 

membutuhkan waktu dan upaya. Pemerintah juga dapat menjalin kolaborasi dengan pihak 

terkait, seperti LSM, akademisi, atau organisasi masyarakat sipil, untuk meningkatkan 

pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan SP4N-LAPOR!. Kolaborasi ini dapat 

membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan. 

Aspek partisipasi dalam peneltian ini memiliki niali positif, di mana banyak 

masyarakat berpatisipasi secara aktif pada SP4N-LAPOR! dan menurut beberapa pengurus 

aplikasi, banyak laporan yang seharusnya masuk dalam ranah pribadi atau ranah rumah 

tangga yang dilaporkan dalam sistem pengaduan ini. Di sisi lain, Erliyanti dkk (2022), 

menyatakan bahwa partisipasi dalam SP4N-LAPOR juga dapat memperkuat transparansi 
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dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya laporan dan 

masukan dari masyarakat yang dipublikasikan secara terbuka, hal ini memungkinkan adanya 

pemantauan dan evaluasi oleh pihak lain, termasuk lembaga pengawas, media, dan 

masyarakat umum. Transparansi ini mendorong tanggung jawab pihak-pihak terkait untuk 

menjalankan pelayanan publik dengan baik dan menjaga integritas dalam penggunaan 

sumber daya publik. 

Partisipasi dalam SP4N-LAPOR juga dapat membangun kepercayaan antara 

pemerintah dan masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam proses pengawasan dan pelaporan, pemerintah menunjukkan komitmen 

mereka terhadap prinsip-prinsip Good Governance yang melibatkan partisipasi aktif dari 

masyarakat. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta 

membangun kepercayaan bahwa pemerintah mendengarkan dan bertanggung jawab 

terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Hidayati & Suwanda, 2022). 

Perihal aspek aturan hukum pada pada SP4N-LAPOR! sendiri sudah memiliki dasar 

hukum yang mekanisme kerja atau tata cara pengelolaannya didasarkan pada PERPRES 

Nomor 76/2013 dan Permenpan Nomor 24/2014. Kuncoro et al (2019) menjelaskan bahwa 

layanan pengaduan masyarakat secara daring seperti SP4N-LAPOR1, juga harus 

memberikan akses yang setara kepada semua pihak untuk melaporkan pengaduan terkait 

pelayanan publik. Prinsip ini berarti bahwa tidak ada pihak yang dikecualikan atau 

mendapatkan perlakuan khusus dalam proses pelaporan dan penanganan pengaduan. Setiap 

warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses sistem ini dan mendapatkan 

perlakuan yang adil berdasarkan hukum. Selain itu, aspek Rule Of Law dalam SP4N-

LAPOR! juga tercermin dalam proses penanganan pengaduan yang adil, transparan, dan 

objektif. Setiap pengaduan yang masuk diproses berdasarkan mekanisme yang telah 

ditetapkan, dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum seperti persaudaraan, praduga tak 

bersalah, dan hak mendapatkan pembelaan. Penanganan pengaduan dilakukan dengan 

transparansi, di mana pelapor diberikan informasi mengenai proses penanganan dan 

kemajuan yang terjadi (Widodo et al., 2018). 

 

F. KESIMPULAN 

 

Berdasarakan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam mewujudkan 

Good Governance melalui SP4N-LAPOR!, di Kota Tangerang masih memiliki kekurangan 

pada sisi akuntabilitas dan transparansi yang mana hal itu disebabkan oleh respons akan 

aduan yang kurang tanggap dan asumsi masyarakat mengenai transparansi yang kurang. 

Dalam aspek partisipasi, SP4N-LAPOR! memperoleh nilai positif dari masyarakat dan 

dibuktikan dengan banyaknya laporan yang masuk. Aspek Rule of Law juga mendukung 

pencapaian Good Governance dikarenakan oleh landasan hukum dan cara kerja SP4N-

LAPOR sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah Kota Tangerang bisa memperkuat 

aspek akuntabilitas dan transparansi dengan memberikan alur atau status aduan yang 

diberikan masyarakat. Alur status pengaduan yang masuk bisa berdampak pada kepercayaan 

masyarakat mengenai aduan mereka di SP4N-LAPOR!. Banyaknya aduan yang masuk bisa 

menjadi peetimbangan mengenai efisiensi dari SP4N-LAPOR! serta membantu 

implementasi dari Good Governance. 
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